PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

sgA L 1IN

AN

SURABAYA

NG.3/Bstgl.a~11~1992
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

NOMOR & TAHUN 1992

TENTANSEG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG GANGGUAN (HO»> DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I SURABAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

(o]
o b

bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban
unum, keamanan dan ketentraman masyarakat sarta
kesehatan lingkungan, kepada setiap orang atau
badan hukum vyang mengadakan kegiatan usaha
dengan menggunakan tempat atau ruangan
tertentu, diwajibkan memiliki dan memperaleh
izin tempat usaha ;

bahwa untuk mendiribkan atau menggunakan tempat
usaha yang dapat menimbulkan bahayva, kerugian
dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat (1) Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonan
tier Ftbl.132& Nomor 228 Juncto Stbl. 1340 Nomor
14 dan 450, diwajibkan memiliki dan memperoleh
Izin berdasarkan Undang Undang Gamgguan

banwa untulk mencapal maksud pada huruf a dan b
konsiderans ini, serta sesual dengan Feraturan
Menteri Dalam Negsri Nomor 4 Tahum 1987 tentang
Fenertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu
terhadap Femberian Izin Undang Undang Gangguan,
dipandang perlu mernuangkan ketentuan-ketentuan
dimaksud dalam suatu Feraturan Daerah.

Undang-undang Nomor S tahun 1974 tentang Pokok
Fokok Pemer intaban di Daerah

Undang~undang Nomor 16 tahun 13350 tentang Fem—
bentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Fropinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta Jjumcto Undamg-undang
Nomoy 2 tahum 1965

Undang-undang Gangguan {Hinder Ordonantie)
Stbl. 13926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nemor 14 dan 450

Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 13S7 4entang
Peraturan Umum Fetribusi Daerah ;



5. Undang-undang Nomor & tahun 1968 tentang
Fernarnaman Modal  Dalam NMegeri  jJuncto Undang-
wrndarg  Nomory 12 tabhun 1370 tentang Ferubahan
dan  Tambahan Undang-undang Nomor & tahun 19368
tentang Fenanaman Modal Dalam Megeri

&. Undang-undang Momor 1 tabun 1367 tentang
Fenanaman Modal Asing  Juncto Undang—undang
Nomor 11 tabhun 1970 tentang Perubaban dan  Tam
bahan Undang-undarng Momor 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing

7« Undang-—-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang  Hukum
Acara Fidana 3

8. Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Keten
tuan~ketentuan Pakok Pengelolaan Lingkungan
Hidup ; '

F. Feraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 ten
tang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

19, Keputusan Presiden Fepublik Indonesia Nomor 33
tahun 1992 tentang Tata Cara Fenanaman Madal ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Feraturan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomory 1 tahun
13920 tentang Tata Cara Fenendalian Perncemaran
bagi Ferusahaan-—perusahaan  yang mengadakan
Feranaman PModal menurut Undang-undang Nomor 1
tahun 1367 darm Undang-undang Nomor & tahun 13683

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 12 tahun
1984 tentang Penyempurnaan Feraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata
Lara Penyediaan Tarah dan Pemberian Hak atas
Tanah, Pemberiarn Izirn Bangunan, serta Izin
Undang Undang Gangguanr bagi Ferusahaan—perusaha
an  yang mengadakan pernanaman mogdal menurut
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan  Undang
Undang Nomor & Tahun 13968

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor S tahun
1232 temtang Fencana Tapak Tanah dan  Tata
Tertib Ferngusahaan Kawasan Industri gerta
Frosedur FPemberian Izin Mendivikam Bangunan
(IME) dan Undang-undang Sangguan (UUGE) HO bagi
Ferusahaan yang berlokasi didalam Fawasan
Industri j;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7  tahun
199z tentang Tata Cara Pember ian Izin
Mendirikan Bangunan <(IMB3 dan Undang-undang
Gangguan CUUGED HO  bagi Ferusahaan yang
berlokasi diluar Kawasan Industri ;



ad

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun
1387 fentang Fensrtiban Pungutan-pungutan  dan
Jangka Waktu  tsvhadap Femberiam  Izin Undang

Undang Sangouan

17. Fota Besar Surabayveae Nomor 95
o ?@ndiaian Bangun—bangunan
Besar SDurabaya Juncto Peratur
Fahuwn 1982 3
1g. Botamadya “aevah Tirngkat 11

13 tahun 1987 tentang Penyidik
2wl M@gerl Sipil dxllugkungaﬁ Femner intah
nutamddga Daerah Tingkat 11 Surabaya.

s

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Fakvat Daerah FKotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUS KAN

Menetapikan : PERATURAN DAERAH EOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  SURA
BAYA TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG GANGSUAN  (HOY DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA.

BOE I
KETENTUAN UMUM
FPazal k

vang dimaksud s

21 ak Pemsrintah  Eotamadya

ikotamadyva Hepala Dae

ah  pejabat  vyang
FKeputusan Kepala
grian Izin Tempat
tndang-undang Gang-

d. Tempat Usahsa, adalab tempat-tempat melakukan
uzana  yang dijdalanikan secara  teratur  dalam
siia idang usaha tertentu dengan maksud untuk
mMENCay # H

B

2. Izirn Tempat Usaha, adalah izin yang diperlukan
urntuk mend;rikan atau menggunabkan tempat usaha
yvarg diadakan di Hn+mma a Daesrah Tingkat II
Surabaya

oo
‘».< m
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C2)

1)

Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder
Ordonantiss, i vang diperlukan  untuk
mendirikan meEngagurnakan tempat usaha
bevdasarkban I avat 1! Undang Undang
Gangouan fHD? Lo Tahwuar 1926 Momoy 226 Jjumncto
5tbl. Tahurn 1940 Nomor 14 dan 480

haobkasi, adalal
Daerah Tlﬁg;”

tempat usaha di  Kotamadya
arabiava g

Femohon, adalah orang atauw badan hubkum yang me-—
ngajukan izin berdasarkan Peraturan Daervah inig

Linghungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan
semuia  benda, daya, keadaan dan mahluk  hidup,
termasubk  didalamnva manusia  dan perilakunya
yang  mampengarubhi kelangsungan  perikehidupan
dan kesejahterasan manusia serta masalah  hidup
lainnya.

BAE 11
OBYEK, SUBYEK DAN FERSYARATAN
Fasal 2
Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat

usaha vyang diadakan di Fotamadya Daesrabh  Ting
kat Il Burabava ;

Obyelk Izin berdasarlkan Undang Undang Gangguan
adal abh muléa ber b ousaha  yang kegiatan
usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1)  Undang
Undang Gangguan Stbhl. 1926 Nomor 22 Juncteo
Sthl. Taburn 1940 Nomor 14 dan 450,

i e

Fasal 32

rang ataw badan hukum yang mendirikan
memperluas  tempat-tempat usahanya
Al & aby Tingksat 1 Surabaya di

g

Y =1 Wa DA
ajibkan memiliki I:in Tempat Usaha dari
kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Setiap orvarng atau badan hukum yang mendirikan,
mengubah  dan  ataw memperluas  tempat-tempat
wsahanya dalam FEotamadya Dasrah Tingkat 11
Surabaya vyang kegiatanm usahanya berdasarkan

pasal 1 avat tiy» Undang Undang Gangguan
(Hinder rdonantie) Stbhl. Tahun 1326 Momor

226 Juncto Btbl. Tahum 1940 Nomor 14 dan 450,
diwadiibkan memiliki Izin berdasarkan Undang
Undang Gangguan (HOD).



Pasal 4

(1) Syarat-svarat dan tata cara pengajuan permohon
an Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut
derngan Feputusan Eepala Daerah ;

{2y Byarat-svarat dan  tata cavra pengajuan per
mohonan Izin berdasarkan Undang Undang Ganggu
an  bagi Ferusahaan yang berlokasi didalam
kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 3

rat dan ftata cara penpajuan permohon
arn  Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan
bagi perusahaan vang berliokasi diluar kawasan
industyi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Megeri Momor 7 tahun 1932,

Fasal 3

€1 Izin Tempat Usaha dan atau Izin berdasarkan
Undang Undang Gatngguan diberikan atas nama
pemchcor g

{2) Dalam surat izin dimuat ketentuan—ketentuan
yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang
izin 3

Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang
Undarmg Gangguan tidak dapat dipindah tangankan
kepada pihak lain kecuali atas persetujuan
Fepala D ah atauw pejabat yang ditunjuk

(4) Byarat—-syarat dan pengaliban Izin Temnpat Usaha
darn ataw Izin berdasarkan Undang Undang Gangguw
an akan diatur lebih landut dengan FKeputusan
Hepala Daevah g

(5 Untulk balik nama izin, perubahan jernis usaha,
dan atau pevluasan Tempat Usaha tehadap Izin

Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang
Undang Hangguan  dikenakan retribusi SAMA
seperti pendirian baru, berdasarkan tarip

zebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (22
Paraturan Daerah ini.

Pasal &

Setiap pemegang Izin Tempat Usaba atau Izin ber
dasarkan Undang Undang Gangguan diwadjibkan me
masang plat nomeyr izin dan twrunan suwrat  izin
tempat usahanya pada dinding depan yang mudah
terbaca.
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JANGKA WAKTH BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

DAN

€4)

(]

IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG GANGGUAN
Pasal 7

akunya Izin Tempat Usaha dan
Tzinm perdasarizan  Urdang tndang Gangguan
tHinder Ordo tier ditetaphan selama wusahanya

tersabut masih Derisalan g

Jangka waktu bes

1

Dalam vangka pengends

Lian dan pengawasan  ter
hadap Izir X

dan Izin berdasarkan

Urndarng CHO sebagaimana
tersebut pasal  ini, wa.jib

dilakukan ftavan ulang setiap 5  (1imal

tahun sekali g

Tata CAra dan syarat—syarat pengajuan
permohonan pendaftaren uwlang dimaksud pada
ayat (23 pasal ini akan di atur labih lanjut

dengan FKeputusan Fepala Daevah

Fepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat
dengan pemberian batas waktu berlabkunya Izin
Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang
Undang Gangguan (HY.

BAE IV
EETENTUSN BESARENYA
TARIP RETRIBUZI

o

Fasa a8

Untuk setiap pemsberian Izin Tempat Usaha atau
Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan  (HDD
dikenakan retribusi

Besarnya retribusi sebagaimarna dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ditetapkan ssbagail berikut:

a. Tempat Usaha yang tidak menimbulkan bahaya,
kerusabtan, gangouan dan pencemaran linghkung
an untuk @

- Golongan I dengan  luas  lantai tempat
usaha sampal dengan 25 meter perseqgi,
sebesar Fp . 10,000,060 (sepuluh ribu
rupiahy ;

- Golongan I dengan luas  lantai  tempat
usaha lebih dari 25 meter persegi sampai
dengan 100 meter persegi, sebesar  .....
Fp. 40.0600,00 (empat pulubh ribu rupiah)



.

- Golongan 11T denpgan luas  lantai  tempat
wsaha lebkih dari 100 meter persegi sampail
dengan 300 metsry persegl, sebeSar cee.
Fo. 0, 000, 00 Jdua ratus vibu rupiahld

iee e

- Godomgan IV dengan luas lantal  tempat
wssha lsbhin darvi 5300 meter persegl sampail
derngarn 1.000 meter persegl, Sebesar coeses
Fp. 400,000,000 (empat ratus ribu rupiah);

- Golongan Vo dengan luas lantai  tempat
usaha  lebih dari 1,000 meter persegi,
sehesar Ep. 400,00 {empat ratus rupiah)
tiap meter persegi j

Tempat Uzaha wvarng menimbulkan bahaya,
kerusakan, gangouan dan pencamaran 1linghkung
ar untuk

- Golongan I dengan luas  lantai  tempat
usaha sampail dengan 25 meter persegi,

sebesar FEp. 12.500,00 ddua belas ribu
lima ratus rupiah)

-~ Golongan 11 dengan luas lantai  tempat
usiaha lebih dari 25 meter persegi sampail
dengan 100 meter persegil, sbE@Sar  ....s

Fp. 90.000,00 {(lima pulubh ribu rupiah) 3

= Golongan II1 dengan luas  lantal tempat
wsaha lebibh dari 100 meter persegi sampail
dergan 500 2y pevsegi, sebesar Le..
Fp. 2506,000,00 (dua ratus lima puluh vibu
rupiahl

- Golongan IV dengan luas  lantai  tempat
usaha lebib dari D00 meter persegi sampai
dengan 1.000 meter persegil, sebesar ca...

A tlima vatus vibu rupiahd j

Fp. S00.00

tuas  lantai tempat
1.000  meter persegi,
O, 00 (lima rvatus rupiah)

Gisamping retribusi sebagaimana  tersebut
galam huwuf a dan b ayat ini, terhadap
semuia temsat usaha yang menggunakan  alat-
alat kerja uwap air dan gas, elekitro motor
maupun  motor lain dikenakan Jjuga retribusi
sebagai berikut

~ Dengan &
Ft, sebes
rupiah)

ekuatan mesin sampai dengan 10
& A

voRE. Z20.000,00 ddua puluh ribu



(32

wvatan mesin lebih dari 10 f£K
25 PE, sebBESAY .senesnavens
Lma pulub vibu rupiah)

2t omesin lebibh dari 25 PHE
D PR, seDESAY i cecnnnwa
gratus ribu vupiahl 3

-~ Dengan kelbustan mesin isbih dari 50 P
sampaid dengan 100 PR, zebesar . eeecesnew

FEp. 200,000, 00 ddus ratus vibu vupiah)

H

= Pengan  kskdatan anesin lebih dari 100 PE
mampail dBEnoan SEDEEAT s asunnea
Fp. 300, 000 ratus vibuw rupiahly 3

lebinh dari 130 PE
& 200 PR, sebesar .- seswen
Fo. 400,000,00 fempat ratus vibu rupiahd;

= Dengan kekuatan mesin lebih dari 200 PHE,
sehesar  Fp., Z.000,00 (dua rvibu rupiah?

setiap FHE ;

Untulk biaya penggantian seti lat MNomor Izin
Tempat Usaha dan at i arkan Undang
Undang Gangguan diks oS, 000,00
tlima ribu rupiahl.

T
u

Untuk setiap pencgajuan parachonan dan pendaftaran
+

wlamg Izin Tem
Undang Undang
sesual keterhuan

UDeaha dan atauw Izrin  Berdasarkan

garn (HOY dikenakan wang  leges
#iam Feraturan Dasrabh  tentang

Ciar
,

Leges.

L2

Fasal i0

pibusi wvang  diatur
bhaik administrasi
maupun gutarnya dilaksanakan di
bawah bkoordinasi Dinas Pendapatan Daerah  Kota
madyva Daeervah Timgkat I1 Swabaya dengan  tata
cara yang ditet cleh Hepala Dasvah

G+
Ra)
-
i
I

Hasil pungutan rvetribusi sebagsaimana dimaksud
dalam pasal B8 dan 9 Feraturan Daerah ini,
adalah merupakan pendapatarn asli  daerah  dan
harus disetor &e Kas Daerah =sesual  dengan
ketentuan vang berlaku,
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BAE W
SANESI DAN KETEMTUAN FIDANA

Fazsal ii

Loy

tuwan Feraturan Dae

sehanyak~banyaknya

. S0, 08 vibu rupiahd

L2 Disamping ketentoan Lei z=sbhagaimana terse-—
but pads avat (17 pa=zal ini kepada pemegang
izin dapat dikenakan sanksg pencabutan izin
dan atauw penubupan tempat usahanva sebagaimans
dimaksud dalam passal 12 dan 14 Undang Undang
Garngguan (HO)

Bl

3 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
17 pasal ini adalah tindak pidana pelanggar
&1 .

-

Pasal =2

Apabila suatu tempat usaha menimbulkan polusi atau
gangguan yang mengakibatkan kerusakan 1ingkungan
dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 4
Tahur 1982 tentang Fetentusn-bketsntuan Folok
Fengelolaan Linghkungan Hidup.

BAE VI
KETENTUAN FENYIDIKAN

Fasal 13

1) Belain olebh Penyadik Umum, penyvidikan atas
pelarnggayvan  sebagaimansz dimaksud dalam pasal
11 Feraturan Daers gilakukan oleh Pejabat
Fenyidik (Pegawal Sipil dilingkungan
Femer intah Dae soangkatannya ditetap
kan sesual derngar perundang-undangan
yang berlaku

{2 Wewenang Pejabat Penyidik Pesgsawal Negeri Sipil
dimaksud pada ayat 1) paszal ini sebagaimana
ditetapkan dalam FPeraturan Daerah Eobtamadya
Dagrab Tingkat II Surabaya Momor 13 Tahun 1987
tentang Fenyidik Pegewai Negeri Sipil diling
kungan Femerintah Eotamadye daerah Tingkat 11
Burabaya.
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BAB WVII
FETENTUAN PERAL IHAN
DAN PENUTUR

Fa=zal 14
Semus darr Izin berdasarkan
Undang it i CHOY vang dikeluarkan
sebslum di @ aturan Deerah ini, pelaksana
ANy & llsesuad berdasarkan Feraturan Daerah
ini.

Fasal 15

Hal-tal vang belum cukup distur dalam  Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengeral pelaksanaannya akan
diatwr lebih lanjut cleh Kepala Das rah.

Fasal ib

Feraturan Dasrah ini mulai berlaku padsa tanggal
diundanglkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui
nya, mamerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Fotamadya Dasvah Tingkat I1 Surabaya.

Surabays, 23 Maret 1932.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEROH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
SOENJOT O, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Subernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur tanggsal & Oktobesy 1992 Nomor  41B/F Tahun
1992,

f.n. GUBERNMUR KEFALA DAERAH TINGEAT I
Jaka TIMUR
Sekretaris Wilayvah/Daerah

ttd
rs. SOEDJIITO

Fembirna Utama Madya
Nip. 010 Ql& 487



Diundanghkan
Tingkat II Surazbayas Tahbun
1992 Nomor 9/R.

- 11 -

L.enbaran Daesrah
1992 Ber B,

Fotamadya Daerah
pada tanggal 4 Nopember

A.m. WAL TEOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGHAT I1 SURARAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah
ttd
Drs. WARDJII

FPembina Tk.I
Mip. 510 019 &44

SBalinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Hotamadya/Daerah

Jingkat II Surabaya

Paid ""/

~ MOHLF AR U@, SH
vf' Fenata
Nip. 510 029 293




II.

PENJELASAN
ATAE
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMDR € 2 TAHUN 1932

TENTANTE
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZINMN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG GAMGGUAN (HO> DALAM HILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur  ketentuan
ketentuan tentang Iizin Temost Usaha bDerdasarkan  peritimbangan
ketertiban umum, keamanan dan kesshatan lingkungan , diatur
pula betentuan tentamg Izin berdasarkan  Undang tndang
Sangguan berdasarkan pertimbangan yang Hegilatan usahanya yang
menimbulkarn bahava, kerugian dan gangouan pada masyarakat
sekitarnya, sebagaimana yvang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)
Undang Undang Sangguan (HO) B+4bl. Tahun 1326 Nomor 226 Juncto
Sthl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450,

Feraturan Daesrah ini adalah merupakan  pelaksanaan
lebikh lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun
1987 tentamng Fenertiban Fungutan—pungutan dan  Jangka Waktu
terhadap Fembesrian Izin berdasarkan lUndang Undang Gangguan,
yvang mevupakan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang
atau badan hukum yang melakubkan usaha i HWilayah Eotamadya
Daerash Tingkat II Surabava.

Dengan ditetzpkannya Feratuy
Pendapatan Asli Dasyr =

~an Daerah ini  diharapkan
1 T
dapat ditingkatkan.

ran terhadap masyarakat

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

[

Fasal 1 s/d FPasal 2 cukup Jelas.

(1

Yarg dimaksud tempat usaha
dalam pasal ini adalah semua
tempat usaha yvang patut  diduga
tidak menimbuliban bahayvsa, keru—

Pasal 3 ayat <13

s

zakarn atau  gangguan, antara
lain  tempat wsaha taoko-toko
buku, tokos palen (ftoko  kelaon-—
tongoi.

Fasal 4 =/d Fasal & Cukup Jelas i

(13

Yang dimaksud usaha masih  ber
jalan ialah usaha vyang masih
melakukan kegiatan.

Pasal 7 ayat (13

Dalam rangks pengendalian dan
peEngawvasan terhadap tempat
vEaha darn  Izin berdasarkan

ayat (23



ayat

Pasal 8 ayat

£

(13

3

Undang Undang Gangguan CHO?
harus dilakubkan pendaftaran
ulang viap 5 (limad tahun
sabkal i.

b.

na ttimatsud dengan izin
reyarat adalah sebagei ber
thos

mua usaha yang diper
kivawan secara langsung akan
menimbulkan bahava kerugian
ddr  gangguan  yang  sangat,
termasuk pencemaran lingkung
arn dapat diberikan izin
zamentara 1 (satuw) tahun dan
dalam waktu tersebut tempat
usaha wajib melakukan tindak
an—tindakan yang sifatnya
mangkan Simbulnya bahaya ke
ruagian, gangguan yang sangat
dan pencemaran lingkungan
tevsebut 3

bagi tempat usaha tersebut
hurwuf a diatas dapat Juga
diperikan izin tetap apabila
telah dipenuhi syvarat—-syarat
zghagaimans tercantum dalam
izin zementara

izin tetap =sebsgaimana di
maksud dalam huruf b terse-
bBut diatas sewaktu — waktu
gdapst  di cabut/ditarvik  kem
bali apabila hasti penaliti
an secara teknis/laboratoris
upaya-upayva untuk menekan
timbulnya bahaya, kerugian,
gai LAYy ERNG sangat  dan

pencemaran lingkungan dengan
pember tan syarat-syarat baru
sebagsimana diatur didalam
pasal 11 dan pasal 12 Undang
Urdang Sangguan {Hinder
Ordonantiel tidak dapat me~
nekan timbulnva bahaya, keru
gian, gangguan yang sangat
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